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ABSTRAK 
 
 

EVALUASI PENGENDALIAN INTERN  
PEMBERIAN KREDIT KONSUMSI DALAM KOPERASI 

Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri Temanggung 
 
 

Theodulus  Sunu Mahata 
012114221 

Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta 

2007 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengendalian intern dalam 
pemberian kredit konsumsi di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri 
Temanggung sudah dilaksanakan dengan efektif atau belum, dan mengetahui 
bagaimana proses pengendalian intern pemberian kredit konsumsi pada Koperasi 
Simpan Pijam Artha Mandiri Temanggung. Subjek penelitian  adalah bagian 
administrasi, bagian kredit, serta pimpinan koperasi. Obyek penelitian adalah 
pengendalian intern pemberian kredit. Teknik yang digunakan untuk 
pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1.) 
melakukan analisis deskriptif, yaitu dengan cara mendeskripsikan pengendalian 
intern pemberian kredit dalam koperasi simpan pinjam Artha Mandiri 
Temanggung, (2.) melakukan pengujian pengendalian dengan menentukan atribut, 
besarnya populasi, besarnya sampel yang selanjutnya akan dievaluasi dengan 
model Fixed Sample Size Attribute Sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern dalam koperasi 
simpan pinjam Artha mandiri kurang baik karena masih terjadi perangkapan tugas 
oleh bagian kredit dalam melakukan pembukuan, pencairan dana kredit, serta 
pembayaran angsuran yang dapat mengakibatkan penggelapan kas koperasi, serta 
pimpinan koperasi yang melakukan tugas analisis kredit sekaligus pengambil 
keputusan kredit. Praktek yang sehat juga belum senuanya dilaksanakan dalam 
koperasi  karena tidak ada nomor urut tercetak dalam salah satu bukti transaksi 
yaitu kwitansi. Pengendalian intern pemberian kredit koperasi simpan pinjam 
Artha Mandiri tidak efektif karena masih terdapat beberapa kesalahan sehingga 
mengakibatkan AUPL lebih besar daripada DUPL, nilai DUPL adalah 5%, sedang 
nilai AUPL adalah 6% yang diketahui melalui pengujian yang dilakukan dengan 
menggunakan metode Fixed Sample Size Attribute Sampling.  
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ABSTRACT 
 
 

AN EVALUATION OF INTERNAL CONTROL ON  
EXTENSION OF CONSUMPTION CREDIT AT COOPERATION 

A Case Study at Artha Mandiri Credit Union Temanggung 
 
 

Theodulus  Sunu Mahata 
012114221 

Sanata Dharma University 
Yogyakarta 

2007 
 
 

The aim of this study was to find out whether the internal control on 
extension of consumption credit at Artha Mandiri Credit Union Temanggung had 
been effectively done, and also to find out the process of internal control system 
of consumption credit extension at Artha Mandiri Credit Union Temanggung. The 
subjects of this study where the administration division, credit division, and also 
the chairman of this Credit Union. The object of this study was the internal 
control on extension of consumption credit. The techniques to collect the data 
were by observation, interview and documentation. 

The data analysis techniques of this study were: (1.) doing description 
analysis by describing the internal control on extension of consumption credit at 
Artha Mandiri Credit Union Temanggung, (2.) doing control test by determining 
the attribute, the population, the sample that would be evaluated by fixed size 
attribute sampling model. 

From the analysis, the writer concluded that the internal control at Artha 
Mandiri Credit Union was not good enough because there was still found an 
overlapping job by the credit division on bookkeeping, clearing the credit fund, 
and also receiving the installment payment that could result in fraud the credit 
union’s fund. The other case was that the chairman did the job of credit analysis 
as well as in decision making of credit clearing. The internal control on extension 
of consumption credit practically was not done yet, because there is no printed 
serial number on transaction proof that was the receipt. The internal control on 
extension of consumption credit at Artha Mandiri Credit Union was not 
effectively done because of a few mistakes that were still found so that AUPL was 
bigger than DUPL. The AUPL was 6% while the DUPL was 5%  which was 
known from the test with fixed sample size attribute sampling model. 

 
 
 
 
 
 



BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kebijakan ekonomi yang ditetapkan pemerintah dewasa ini, 

mengedepankan pada pembangunan nasional melalui pemberdayaan usaha 

kecil dan menengah, disinilah salah satu peranan koperasi untuk memberikan 

bantuan kredit pada masyarakat yang mempunyai  usaha kecil dan untuk 

kebutuhan konsumsi sehari-hari agar dapat hidup dan berkembang. Pada 

dasarnya tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan 

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, 

adil, dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945   ( Setio Arifin, 

2001:13). 

Koperasi berperan ikut membangun tatanan perekonomian nasional, 

maka hendaknya pihak koperasi harus dapat menciptakan kebijakan dan tata 

cara pemberian kredit yang baik. Kebijakan pemberian kredit yang baik dapat 

diciptakan dengan kerjasama yang erat dari semua anggota dengan fungsinya 

masing-masing dalam mengelola informasi yang ada. Kebijakan pemberian 

kredit yang diterapkan akan semakin efektif apabila dalam koperasi terdapat 

pengendalian intern yang baik. Pengendalian intern itu sendiri terdiri dari 

beberapa unsur pokok antara lain adalah struktur organisasi yang memisahkan 
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tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem wewenang dan prosedur 

pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, 

utang, pendapatan dan biaya, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas 

dan fungsi setiap unit organisasi, karyawan yang mutunya sesuai dengan 

tanggung jawabnya (Mulyadi, 2001: 166). 

Pemberian kredit dalam koperasi harus memperhatikan pengendalian 

intern berdasarkan prosedur dan kebijakan yang berlaku pada koperasi. Hal ini 

harus  diperhatikan agar memberikan keyakinan yang memadai dalam 

mencapai keandalan informasi keuangan. Selain itu pula, guna mencegah 

terjadinya masalah-masalah pelik dalam koperasi yang salah satunya berupa 

kredit macet. 

  Semakin peliknya masalah-masalah yang dihadapi koperasi dalam 

mengendalikan arus kas didalam koperasi bersangkutan yang disebabkan oleh 

masalah-masalah dengan para nasabahnya dan pihak internal koperasi itu 

sendiri. Terlepas dari itu semua seharusnya koperasi yang baik itu adalah 

koperasi yang saling menguntungkan. Saling menguntungkan yang dimaksud 

disini adalah terjadinya simbiosis mutualisme antara koperasi dan nasabahnya 

maupun koperasi dengan pihak intern koperasi itu sendiri. Oleh karena itu 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengendalian intern dalam 

koperasi terhadap pemberian kredit pada pengusaha kecil khususnya mengenai               

”Evaluasi Pengendalian Intern Pemberian Kredit Konsumsi Dalam Koperasi, 

Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri Temanggung”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan situasi Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri 

Temanggung yang semakin mempunyai banyak debitur sehingga 

membutuhkan pengendalian intern yang lebih baik maka penulis membuat 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengendalian intern pemberian kredit konsumsi pada Koperasi 

Simpan Pinjam Artha Mandiri Temanggung? 

2. Apakah pengendalian intern pemberian kredit konsumsi pada Koperasi 

Simpan Pinjam Artha Mandiri Temanggung efektif ?  

 

C. Batasan Masalah 

Dalam Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri Temanggung terdapat dua 

jenis kredit, yaitu kredit usaha dan kredit konsumsi. Penelitian yang dilakukan 

oleh penulis membatasi pada pengendalian intern pemberian kredit konsumsi 

yang diterapkan pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri Temanggung. 

  

D. Tujuan Penelitian  

Penelitian yang dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri 

Temanggung mempunyai tujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan pengendalian intern pemberian kredit konsumsi yang 

dilaksanakan di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri. 
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2. Mengetahui apakah pemberian kredit konsumsi yang dilaksanakan oleh 

Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri efektif. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Bab I  Pendahuluan 

 Dalam bab pendahuluan ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan.    

Bab II  Landasan Teori 

  Bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti dan digunakan sebagai bahan untuk mengolah data. 

Bab III  Metode Penelitian 

  Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan untuk  

menjawab rumusan masalah. 

Bab IV Gambaran Umum Perusahaan 

  Dalam bab ini berisi tentang sejarah perusahaan, maksud dan tujuan 

perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan ketenagakerjaan. 

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini berisi uraian tentang deskripsi data, analisis data dan 

pembahasannya. Disini data yang terkumpul akan dianalisis untuk 

mengevaluasi pengendalian intern pemberian kredit pada Koperasi Simpan 

Pinjam Artha Mandiri. 
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Bab V Simpulan dan Saran 

 Bab ini merupakan penutup dari penulisan ini yang berisi tentang 

kesimpulan dari hasil analisis dan saran bagi perusahaan.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Koperasi  

Terminologi koperasi yang mempunyai arti kerjasama atau paling 

tidak mengandung makna kerja sama, sangat banyak dan bervariasi dalam 

berbagai bidang. Kerja sama dalam ekonomi disebut economic 

corporation atau kerja sama dalam kelompok manusia disebut cooperative 

society. Berikut ini disajikan beberapa definisi koperasi: 

Menurut Sapoetra Karto (1989: 10-12) ada beberapa definisi 

mengenai koperasi yaitu definisi ILO, definisi Chaniago, definisi Dooren, 

definisi Hatta, definisi Mukner, definisi UU No. 25/1992 

1. Definisi ILO 
 
Dalam definisi ILO terdapat enam elemen yang terkandung dalam 

koperasi :  

a. Koperasi adalah kumpulan orang-orang. 

b. Penggabungan orang-orang tersebut berdasarkan kesukarelaan. 

c. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai. 

d. Koperasi yang dibentuk adalah organisasi bisnis yang diawasi dan 

dikendalikan secara demokratis.  

e. Terdapat kontribusi yang ada terhadap modal yang dibutuhkan. 

f. Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang. 
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2. Definisi Chaniago 
 
Didefinisikan bahwa koperasi sebagai suatu perkumpulan yang 

beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan 

kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja 

sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi 

kesejahteraan jasmani para anggotanya.  

3. Definisi Dooren 
 
Koperasi tidaklah hanya kumpulan orang-orang akan tetapi dapat juga 

merupakan kumpulan dari badan-badan hukum.  

4. Definisi Hatta 
 
Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib kehidupan 

ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong 

tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan 

berdasarkan ”seorang buat semua dan semua buat seorang.” .  

5. Definisi Mukner 
 

Mukner mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong menolong 

yang menjalankan ‘urusniaga’ secara kumpulan yang berasaskan 

konsep tolong menolong.  

6. Definisi UU No. 25/1992 
 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau 

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasar atas asas kekeluargaan. 
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7. Koperasi Simpan Pinjam 

”Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang memberikan pinjaman 

yang sebanyak mungkin memberikan manfaat dengan syarat-syarat 

yang mudah dan ringan, selain itu koperasi simpan pinjam hanya 

bertugas menyimpan, menyediakan atau mengusahakan pinjaman atau 

kredit bagi anggota dan masyarakat umum” (Sagimun, 1984:69,74). 

”Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menyelenggarakan 

pelayanan jasa simpan pinjam yang dibutuhkan oleh anggota dan 

masyarakat umum” (Hendar & Kusnadi, 2002:209). 

 

B. Tujuan Dan Prinsip-Prinsip Koperasi Indonesia 

1.  Tujuan Koperasi Indonesia  
 

Menurut Setio Arifin (2001:15), Tujuan Koperasi Indonesia Dalam 

UU No 25 tahun 1992 tentang koperasi pasal 3 disebutkan bahwa, 

koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya 

dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan 

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang 

maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. 

2.  Prinsip-Prinsip Koperasi Indonesia 
 

a. Menurut Setio Arifin (2001: 20-23), berdasarkan UU No. 12  

tahun 1967, prinsip-prinsip Koperasi Indonesia adalah: 

1) Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga 

Negara Indonesia. 
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2) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai 

pencerminan demokrasi dalam koperasi. 

3) Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota.  

4) Adanya pembatasan bunga atas modal.  

5) Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan 

masyarakat pada umumnya.  

6) Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka.  

7) Swadaya, swakarta, dan swasembada sebagai pencerminan 

prinsip dasar percaya pada diri sendiri. 

b. Menurut Setio Arifin (2001: 25-28) berdasarkan UU No. 25 tahun 

1992, prinsip-prinsip Koperasi Indonesia adalah: 

1) Keanggotan bersifat suka rela dan terbuka.  

2) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.  

3) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya 

jasa usaha masing-masing anggota. 

4) Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal. 

5) Kemandirian. 

6) Pendidikan perkoperasian. 

7)   Kerja sama antar koperasi.  
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3.  Karakteristik Pelaporan Keuangan Koperasi  

   Menurut Tugiman Hiro (1996: 12-13), Karakteristik Pelaporan             

   Keuangan Koperasi adalah: 

a. Laporan keuangan koperasi adalah laporan keuangan yang disusun 

untuk dapat menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus 

kas perusahaan secara keseluruhan sebagai pertanggungjawaban 

pengurus atas pengelolaan keuangan koperasi yang terutama 

ditijukan kepada anggota. 

b. Laporan laba rugi menmyajikan hasil akhir yang disebut Sisa Hasil 

Usaha (SHU). Sisa Hasil Usaha koperasi dapat berasal dari usaha 

yang diselenggarakan untuk anggota dan bukan anggota. 

c. Pemakai utama dari lapora keuangan koperasi adalah para anggota 

koperasi itu sendiri serta para pejabat pembina. Pemakai lain yang 

mempunyai kepentingan terhadap koperasi diantaranya adalah 

calon anggota koperasi, bank, kreditur, dan kantor pajak. 

d. Kepentingan pemakai utama laporan keuangan koperasi terutama 

adalah: 

1)  Menilai pertanggungjawaban pengurus 

2) Menilai prestasi pengurus 

3) Menilai manfaat yang diberikan koperasi terhadap anggotanya 

4) Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber 

daya, karya dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi. 
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e. Modal koperasi terdiri dan dipupuk dari simpanan-simpanan, 

pinjaman-pinjaman, dan penyisihan dari hasil usahanya, termasuk 

cadangan serta sumber-sumber lain.  

f. Pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku 

dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan beban-beban dari 

tahun buku yang bersangkutan disebut sisa hasil usaha. 

g. Keanggotaan dalam koperasi tidak dapat dipindahtangankan 

dengan dalih apapun. Kewajiban anggota untuk menanggung 

kerugian yang diderita koperasi baik yang timbul pada penutupan 

tahun  buku maupun pada saat pembubaran dapat ditetapkan 

terbatas atau tidak terbatas. 

4.  Tujuan Pelaporan Keuangan   Koperasi  

 Menurut Tugiman Hiro (1996: 14), Tujuan Pelaporan Keuangan   

Koperasi adalah: 

a. Laporan keuangan koperasi dapat menyediakan informasi yang 

berguna bagi pemakai utama dan pemakai lainnya untuk: 

1) Mengetahui manfaat yang diperoleh dengan menjadi angota 

koperasi. 

2) Mengetahui prestasi keuangan koperasi selama satu periode 

dengan sisa hasil usaha dan manfaat keanggotaan koperasi 

sebagai ukuran. 
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3) Mengetahui sumber daya ekonomis yang dimiliki koperasi, 

kewajiban dan kekayaan bersih, dengan pemisahan antara yang 

berkaitan dengan anggota dengan bukan anggota. 

4) Mengetahui transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah 

sunber daya ekonomis, kewajiban, kekayaan bersih, dalam 

suatu periode, dengan pemisahan antara yang berkaitan dengan 

anggota dan bukan anggota. 

5) Mengetahui informasi penting lainnya yang mungkin 

mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi. 

b. Informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pelaporan 

keuangan koperasi: 

1) Sumber daya ekonomis yang dimiliki koperasi. 

2) Kewajiban yang harus dipenuhi oleh koperasi. 

3) Transaksi, kejadian, dan keadaan yang terjadi dalam suatu 

periode yang mengubah daya ekonomis, kewajiban, dan 

kekayaan bersih koperasi. 

4) Kekayaan bersih yang dimiliki oleh anggota dan koperasi itu 

sendiri. 

5) Sumber dan penggunaan dana serta informasi-informasi lain 

yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas 

koperasi. 
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C. Pengendalian Intern  

 Dalam pengendalian intern disebutkan tentang adanya sistem 

akuntansi yang memadai, menjadikan akuntan perusahaan dapat 

menyediakan informasi keuangan bagi setiap tingkatan manajemen, para 

pemilik atau pemegang saham, kreditur dan para pemakai laporan 

keuangan (stakeholder) lain yang dijadikan dasar pengambilan keputusan 

ekonomi. Pengendalian intern tersebut dapat digunakan oleh manajemen 

untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Lebih rinci 

lagi, kebijakan dan prosedur yang digunakan secara langsung 

dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan 

laporan keuangan yang tepat serta menjamin ditaatinya atau dipatuhinya 

hukum dan peraturan.  

 Dengan kata lain bahwa pengendalian intern terdiri atas kebijakan 

dan prosedur yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk 

menyediakan informasi keuangan yang handal serta menjamin dipatuhinya 

hukum dan peraturan yang berlaku (Sugiarto,2002:121). 

 Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang 

dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain yang 

didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian 

tiga golongan yang berupa keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan 

terhadap hukum yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi 

(IAI,2001:319.2) 
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 1.   Konsep Dasar Pengendalian Intern 

Menurut Mulyadi, (2002: 180), konsep dasar pengendalian intern 

adalah: 

a. Pengendalian intern merupakan suatu proses.  

 Pengendalian intern merupakan suatu rangkaian tindakan yang 

bersifat pervasif dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan 

hanya sebagai tambahan dari infrastruktur entitas. 

b. Pengendalian intern dijalankan oleh orang.  

 Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan 

dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang 

organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen, dan 

personel lain. 

c. Pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan 

keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak bagi manajemen dan 

dewan komisaris entitas.  

 Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian 

intern, pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian 

tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian intern tidak dapat 

memberikan keyakinan mutlak. 

d. Pengendalian intern ditujukan  untuk mencapai tujuan yang saling 

berkaitan: pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.  
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2.   Unsur Pokok Pengendalian Intern 

a. Lingkungan Pengendalian 
     
   Lingkungan pengendalian menetapkan suatu corak organisasi, 

mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan 

pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian 

intern, menyediakan disiplin dan struktur (IAI, 2001:319.8). 

 Menurut Mulyadi (2002: 180-184), ada sejumlah faktor 

membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu organisasi yaitu: 

1) Integritas dan nilai etika. 

Hal-hal yang perlu dilakukan oleh seluruh personel dalam 

organisasi termasuk CEO dan manajemen puncak lainnya 

adalah: 

a) Menciptakan suasana melalui contoh mendemonstrasikan 

integritas dan mempraktekkan standar yang tinggi dari 

perilaku etis.  

b) Mengkomunikasikan kepada semua karyawan, baik 

menggunakan bahasa verbal maupun melalui kebijakan 

tertulis dan kode etik perilaku bahwa semua anggota 

organisasi memiliki tanggung jawab untuk melaporkan 

pelanggaran yang ia ketahui termasuk pelanggaran yang 

dilakukan pada tingkat manajemen tinggi serta penekanan 

bahwa setiap pelanggaran akan mendapatkan hukuman.  
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c) Memberikan bimbingan moral kepada karyawan yang 

memiliki latar belakang moral kurang baik yang telah 

mengakibatkan mereka tidak memperdulikan hal yang baik 

maupun hal yang buruk. 

d) Mengurangi atau menghilangkan insentif atau godaan yang 

dapat mengarahkan individu untuk melakukan tindakan 

yang tidak jujur, melawan hukum dan tidak etis.  

2) Komitmen terhadap kompetensi. 

Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan 

manajemen mengenai pengetahuan dan keahlian yang 

diperlukan dan bauran intelegensi, pelatihan dan pengalaman 

yang diperlukan untukmengembangkan kompetensi tersebut.  

3) Dewan direksi dan komite audit. 

Komite audit yang terdiri dari direksi dari luar perusahaan 

dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pemenuhan 

tujuan pelaporan keuangan suatu entitas dengan melaksanakan 

pemeriksaan terhadap kekeliruan pelaporan keuangan dan 

dengan meningkatkan independensi auditor eksternal. 

4) Filosofi dan gaya operasi manajemen. 

Lima karakteristik yang penting dalam menilai lingkungan 

pengendalian dari pelaporan keuangan adalah: 

a) Sikap dan tindakan terhadap pelaporan keuangan. 
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b) Pemilihan secara selektif atau agresif dari prinsip-prinsip 

akuntansi yang tersedia. 

c) Kesadaran dan konservatisme dalam mengembangkan 

estimasi akuntansi. 

d) Kesadaran dan pemahaman terhadap resiko yang 

dihubungkan dengan teknologi informasi. 

e) Sikap terhadap pemrosesan informasi dan fungsi akuntansi 

serta personel. 

5) Struktur organisasi 

Struktur organisasi berkontribusi terhadap kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi tujuan dengan menyediakan 

kerangka kerja menyeluruh atas perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian dan pemantauan aktivitas suatu perusahaan. 

6) Penetapan wewenang dan tanggung jawab 

Penetapan wewenang dan tanggung jawab merupakan 

perpanjangan dari suatu struktur organisasi. Wewenang dan 

tanggung jawab mencakup penjelasan-penjelasan mengenai 

bagaimana dan kepada siapa wewenang dan tanggung jawab 

atas semua aktivitas suatu organisasi dibebankan dan harus 

memungkinkan setiap individu untuk mengetahui bagaimana 

tindakannya saling berhubungan dengan individu lainnya 

dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan 

organisasi serta setiap individu bertanggung jawab atas hal apa.    
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7) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia. 

Agar suatu pengendalian intern perusahaan dapat efektif maka 

kebijakan dan praktik sumber daya manusia harus dapat 

menjamin bahwa semua anggota organisasi memiliki tingkat 

integritas, nilai etika dan kompetensi yang diharapkan. Praktik 

tersebut mencakup kebijakan perekrutan dan penyeleksian yang 

dikembangkan dengan baik, orientasi karyawan baru terhadap 

budaya dan gaya operasi perusahaan, kebijakan pelatihan yang 

mengkomunikasikan peran prospektif dan tanggungjawab, 

pengevaluasian, konseling dan mempromosikan orang 

berdasarkan penilaian kinerja periodik, dll.  

b. Penaksiran Resiko 

Menurut IAI (2001: 319.8-319.9), terdapat pengertian penaksiran 

resiko yang berupa, 

Penaksiran resiko untuk tujuan pelaporan keuangan 

merupakan identifikasi, analisis, dan manajemen terhadap resiko 

yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang wajar 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.  

 Resiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup 

peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi 

dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk 

mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan data keuangan 
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konsisten dengan asersi menejemen dalam laporan keuangan. 

Resiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut: 

1) Perubahan dalam lingkungan operasi. 

2) Personel baru. 

3) Sistem informasi yang baru atau diperbaiki. 

4) Teknologi baru. 

5) Lini produk, produk, atau aktivitas baru. 

6) Restrukturisasi korporasi. 

7) Operasi luar negeri. 

8) Standar akuntansi baru. 

c. Informasi dan Komunikasi. 

 Menurut IAI (2001: 319.10-319.11) pengertian informasi dan 

 komunikasi adalah: 

   Sistem informasi dan komunikasi yang relevan dengan 

tujuan pelaporan keuangan, yang memasukkan sistem akuntansi 

terdiri dari metode-metode dan catatan-catatan yang diciptakan 

untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi 

entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara 

akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. 

Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak 

terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan 

semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan 

laporan keuangan yang andal. Komunikasi mencakup penyediaan 
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suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual 

berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan 

keuangan.  

Peneliti harus memperoleh pengetahuan memadai tentang sistem 

informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk 

memahami : 

1) Golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi 

laporan keuangan. 

2) Bagaimana transaksi tersebut dimulai. 

3) Catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu 

dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pengolahan dan 

pelaporan transaksi. 

4) Pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi 

dimulai sampai dengan dimasukkan ke dalam laporan 

keuangan. 

d. Aktivitas Pengendalian. 

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan 

prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang 

diperlukan untuk menanggulangi resiko dalam pencapaian tujuan 

entitas. Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan 

diterapkan diberbagai tingkat organisasi dan fungsi. (IAI, 

2001:319.9-319.10). 
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Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit laporan 

keuangan dapat dikategorikan dalam: 

1) Menurut Mulyadi (2002: 188), definisi Pemisahan tugas 

 adalah: 

 Pemisahan tugas melibatkan pemastian bahwa individu 

tidak melaksanakan tugas yang tidak seimbang. Yang 

dimaksud dengan tugas yang tidak seimbang dipandang dari 

sudut pandang pengendalian intern adalah ketika individu 

tersebut dimungkinkan untuk melaksanakan suatu kekeliruan 

atau kecurangan dan kemudian berada pada posisi untuk 

menutupinya dalam pelaksanaan tugas normalnya.  

Pemisahan tugas yang baik juga melibatkan pembandingan 

akuntabilitas yang tercatat dengan aktiva di tangan. Alasan 

yang mendukung pemisahan tugas adalah tanggung jawab 

untuk melaksanakan transaksi, mencatat transaksi dan 

memelihara penjagaan aktiva yang dihasilkan dari transaksi 

harus dibebankan kepada individu atau departemen yang 

berbeda. Selain itu harus ada pemisahan tugas yang tepat di 

dalam departemen teknologi informasi dan antara departemen 

teknologi informasi dengan departemen pemakai informasi. 
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2) Menurut Mulyadi (2002: 188-190), Pengendalian pemrosesan 

informasi yang meliputi pengendalian umum dan pengendalian 

aplikasi merupakan: 

 Pengendalian pemrosesan informasi mengacu pada 

resiko yang berhubungan dengan otorisasi, kelengkapan dan 

akurasi transaksi.  

Tujuan pengandalian umum adalah untuk 

mengendalikan pengembangan program,perubahan program, 

operasi komputer dan untuk mengamankan akses terhadap data 

dan program. Pengendalian umum komputer berkenaan dengan 

lingkungan teknologi informasi dan semua aktivitas teknologi 

informasi sebagai kebalikan dari aplikasi teknologi tunggal.  

Jika auditor dapat memperoleh bukti bahwa 

pengendalian umum berfungsi secara efektif maka auditor juga 

memiliki keyakinan bahwa aplikasi individual mungkin telah 

dirancang dan dioperasikan secara efektif.  

Pengendalian umum meliputi pengendalian organisasi 

dan operasi, pengendalian pengembangan sistem dan 

dokumentasi, pengendalian perangkat keras dan sistem 

perangkat lunak, pengendalian akses, pengendalian data dan 

prosedur.  

Pengendalian organisasi dan operasi berhubungan 

dengan faktor lingkungan filosofi fan gaya operasi manajemen 
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dan struktur organisasi. Pengendalian ini juga berkaitan dengan 

pemisahan tugas dalam departemen teknologi informasi dan 

antara departemen teknologi dengan departemen pemakai 

informasi.  

Pengendalian pengembangan sistem dan dokumentasi 

berkaitan dengan review, pengujian dan persetujuan sistem 

baru, pengendalian atas perubahan program dan prosedur 

dokumentasi. Pengendalian perangkat keras dan sistem 

perangkat lunak dirancang untuk mendeteksi kerusakan 

peralatan. Untuk mencapai manfaat yang maksimum atas 

pengendalian ini harus terdapat suatu program pemeliharaan 

pencegahan untuk semua perangkat keras dan pengendalian 

terhadap perubahan dalam perangkat lunak sistem harus paralel 

dengan pengembangan sistem dan pengendalian dokumentasi.  

Pengendalian akses harus mencegah penggunaan yang 

tidak terotorisasi dari peralatan teknologi informasi, file data 

dan pemrograman komputer. Pengendalian akses meliputi 

penjagaan secara fisik, perangkat lunak dan prosedur.  

Akses ke perangkat keras komputer harus dibatasi pada 

individu yang diotorisasi. Penjagaan fisik termasuk 

penempatan peralatan di lokasi terpisah dari departemen 

pemakai informasi. Sedangkan data akses terhadap file data 
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dan program harus dirancang untuk mencegah penggunaan 

yang tidak diotorisasi baik untuk program maupun data.  

Pengendalian data dan prosedur menyediakan suatu 

kerangka kerja untuk mengendalikan operasi komputer sehari-

hari, meminimalkan kemungkinan kekeliruan pemrosesan dan 

memastikan kelanjutan operasi dari kejadian kehancuran atau 

kegagalan komputer. Fungsi pengendalian ini meliputi 

penerimaan dan pemilihan semua data yang akan diproses, 

akuntansi untuk semua data masukan, penindaklanjutan dari 

pemrosesan kekeliruan, dan pemeriksaan distribusi output 

dengan tepat. 

Tujuan pengendalian aplikasi adalah: 

a) Menjamin bahwa semua transaksi yang telah diotorisasi 

telah diproses sekali saja secara lengkap. 

b) Menjamin bahwa data transaksi lengkap dan teliti. 

c) Menjamin bahwa pengolahan data transaksi benar dan 

sesuai dengan keadaan. 

d) Menjamin bahwa hasil pengolahan data dimanfaatkan 

untuk tujuan yang telah ditetapkan. 

e) Menjamin bahwa aplikasi dapat terus menerus berfungsi.  

  Ada tiga kelompok pengendalian aplikasi yaitu 

pengendalian masukan (input control), pengendalian 

pemrosesan (processing control), dan pengendalian keluaran 
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(output control). Pengendalian-pengendalian tersebut dirancang 

untuk menyediakan keyakinan yang memadai bahwa 

pencatatan, pemrosesan dan pelaporan data oleh teknologi 

informasi secara tepat dilaksanakan untuk aplikasi tertentu.  

Pengendalian input merupakan pengendalian program 

yang dirancang untuk mendeteksi dan melaporkan kekeliruan 

dalam data yang dimasukkan untuk diproses. Salah satu cara 

pengendalian input adalah adanya prosedur otorisasi yang 

memadai. Maksudnya adalah setiap transaksi yang terjadi atas 

dasar otorisasi dari yang memiliki wewenang untuk menyetujui 

terjadinya transaksi tersebut. 

Pengendalian pemrosesan dirancang untuk 

menyediakan keyakinan yang memadai bahwa pemrosesan 

komputer telah dilaksanakan seperti yang ditujukan untuk 

aplikasi tertentu. Dalam pengendalian pemrosesan, terkait  

dengan pengendalian sebelumnya adalah adanya prosedur 

otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.  

Formulir merupakan media yang digunakan untuk 

merekam penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi 

terlaksananya transaksi dalam organisasi. Formulir juga 

merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk 

pencatatan transaksi dalam catatan akuntansi. Oleh karena itu 

penggunaan formulir harus diawasi sedemikian rupa sebagai 
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cara mengawasi pelaksanaan otorisasi. Prosedur pencatatan 

yang baik menjamin data yang direkam dalam formulir dicatat 

dalam catatan akuntansi dengan tingkatan ketelitian dan 

keandalan yang tinggi. Dengan demikian prosedur otorisasi 

akan menjamin dihasilkannya dokumen sumber yang dapat 

dipercaya sehingga akan menjadi masukan yang andal bagi 

proses akuntansi. 

Dalam perancangan dokumen dan catatan, unsur penegndalian 

intern yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 

a) Perancangan dokumen bernomor urut tercetak. 

b) Pencatatan transaksi harus dilakukan pada saat transaksi 

terjadi atau segera setelah transaksi terjadi. 

c) Perancangan dokumen dan catatan harus cukup sederhana 

untuk menjamin kemudahan dalam pemahaman terhadap 

dokumen dan catatan tersebut. 

d) Sedapat mungkin dokumen dirancang untuk memenuhi 

berbagai keperluan sekaligus. 

e) Perancangan dokumen dan catatan yang mendorong 

pengisian data yang benar. 

  Pengendalian output dirancang untuk memastikan 

bahwa hasil pemrosesan adalah benar dan hanya personel yang 

memiliki otorisasi yang menerima output.  
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3)  Menurut Mulyadi (2002: 190),  Pengendalian fisik merupakan: 
 

      Pengendalian fisik menaruh perhatian terhadap 

pembatasan dua jenis akses ke aktiva dan catatan yang penting 

lainnya. Akses tersebut dapat berupa akses fisik langsung dan 

akses tidak langsung melalui persiapan atau pemrosesan 

dokumen. Jadi pengendalian ini terutama berkaitan dengan alat 

keamanan dan mengukur penyimpanan aktiva, dokumen, 

catatan dan program file. 

  Pengendalian fisik juga melibatkan penggunaan 

peralatan mekanis dan elektronik dalam melaksanakan 

transaksi. Aktivitas pengendalian  fisik meliputi perhitungan 

periodik atas aktiva dan perbandingan dengan jumlah yang 

ditujukan dalam catatan pengendalian. 

4) Menurut Mulyadi (2002: 190), definisi Review Kinerja: 
 

Review kinerja meliputi review dan analisis manajemen 

terhadap laporan keuangan seperti Laporan Laba Rugi, Neraca, 

Laporan aktivitas penjualan dan laporan laba kotor oleh 

konsumen, tenaga penjual,dll. Selain itu review juga dilakukan 

untuk mengetahui selisih antara kinerja aktual anggaran yang 

telah ditetapkan. Review kinerja juga dilakukan untuk melihat 

hubungan antara data operasi keuangan dan non keuangan.  
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e. Pemantauan 

Menurut IAI (2001: 319.11), pemantauan merupakan: 
 

Suatu tanggung jawab manajemen yang penting 

adalahmembangun dan memelihara pengendalian intern. 

Manajemen memantau pengendalian untuk mempertimbangkan 

apakah pengendalian tersebut beroperasi sebagaimana yang 

diharapkan dan bahwa pengendalian tersebut dimodifikasi 

sebagaimana mestinya jika perubahan kondisi 

menghendakinya. Pemantauan adalah proses penentuan kinerja 

pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan ini 

mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat 

waktu dan pengembilan tindakan koreksi. Proses ini 

dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus 

menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai 

kombinasi dari keduanya. Di berbagai entitas, personel yang 

melakukan pekerjaan serupa memberikan konttibusi dalam 

memantau aktivitas entitas. Aktivitas pemantauan dapat 

mencakup penggunaan informasi dari komunikasi dengan 

pihak luar seperti komentar dari badan pengatur yang dapat 

memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang ynag 

memerlukan perbaikan.  
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D. Pengertian Kredit 

 Kata kredit berasal dari bahasa Yunani ”Credere”  yang berarti 

kepercayaan atau dalam bahasa latin ”Creditum”  yang berarti 

kepercayaan akan kebenaran. Secara umum pengertian kredit adalah 

kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu 

pinjaman dengan surat janji pembayaran dilakukan atau ditangguhkan 

pada jangka waktu yang disepakati  

Pengertian kredit menurut undang-undang perbankan nomor 14 

tahun 1967 adalah penyediaaan uang atau tagihan, dengan berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjaman untuk melunasi hutangnya untuk 

jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil 

keuntungan yang telah ditetapkan (Suyatno, 1991:13). 

Pengertian Kredit Konsumsi adalah kredit yang ditujukan untuk 

membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari, contoh, makanan, pakaian, 

dll (Rachmat, 1995:3). 

Kredit konsumsi adalah kredit yang diberikan untuk memperlancar 

jalannya proses konsumtif dan mempunyai tujuan untuk memperoleh atau 

membeli barang-barang dan kebutuhan lainnya yang bersifat konsumtif 

(Suyatno Thomas, 2003:25). 
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1.  Unsur-unsur Kredit 

    Menurut Suyatno (1991: 14), unsur-unsur kredit adalah: 
 

a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari pihak pemberi kredit bahwa 

kredit yang diberikannya akan benar-benar diterimanya kembali 

dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. 

b. Waktu, yaitu masa yang memisahkan pemberian kredit dengan 

kontra prestasi atau sejumlah kredit yang akan diterimanya 

kembali di masa yang akan datang. 

c. Degree of risk, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi 

sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan 

antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan 

diterima di waktu mendatang. 

d. Prestasi, prestasi atau obyek kredit tidak hanya diberikan dalam 

bentuk uang, namun juga dapat berbentuk barang atau jasa. 

2.  Tujuan Kredit 

 Menurut Suyatno (1991: 15), pengertian tujuan kredit adalah: 
 

Tujuan kredit disesuaikan dengan tujuan negara yaitu untuk 

mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan 

demikian maka tujuan kredit adalah: 

a. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan 

pembangunan. 

b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan 

fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. 
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c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin 

dan dapat memperluas usahanya.  

Dari tujuan tersebut, dapat disimpulkan adanya kepentingan yang 

seimbang antara: 

1) Kepentingan pemerintah, 

2) Kepentingan masyarakat (rakyat), dan 

3) Kepentingan pemilik modal (pengusaha). 

3.  Fungsi Kredit 

 Menurut Suyatno (1991: 17), fungsi kredit adalah: 
 

 Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan 

perdagangan adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan daya guna uang 

b. Meningkatkan peredaran uang dan lalu lintas uang. 

c. Meningkatkan daya guna dan peredaran uang. 

d. Salah satu alat stabilitas ekonomi. 

e. Meningkatkan kegairahan usaha. 

f. Meningkatkan pemerataan pendapatan. 

g. Sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional. 

  4.   Prinsip-prinsip perkreditan 

        Prinsip-prinsip perkreditan menurut Suyatno (1991: 17-18), adalah: 

a.  Caracter   
  

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan 

integritas serta tekad baik yaitu kemauan untuk memenuhi 
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kewajiban-kewajibannya dari calon debitur. Caracter merupakan 

faktor yang dominan, sebab walaupun calon debitur tersebut cukup 

mampu untuk menyelesaikan hutangnya tetapi kalau tidak memiliki 

itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di 

kemudian hari. 

b. Capacity  
   

Capacity adalah suatu penilaian kepada calon debitur 

mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari 

kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai kredit 

koperasi. Capacity ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang 

akan diperolehnya tersebut, akan mampu untuk melunasi tepat pada 

waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya.  

c. Capital 
      

Capital adalah dana / modal sendiri yang dimiliki oleh 

calon debitur.    Besar kecilnya Capital ini dapat dilihat dari neraca 

perusahaan yaitu pada komponen ”Owner Equity”, laba yang 

ditahan dan lain-lain. Ataupun dapat juga dilihat dari akte 

pendirian untuk perusahaan-perusahaan yang baru didirikan. 

Sedangkan untuk perusahaan perorangan sudah tentu kita lihat 

daftar kekayaan yang bersangkutan dikurangi hutang-hutang yang 

diterimanya. 
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d. Collateral  
   

Collateral yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan 

oleh peminjam/debitur sebagai jaminan atas kredit yang 

diterimanya. Manfaat Collateral adalah sebagai alat pengamanan 

apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau 

sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi kreditnya 

dari hasil usahanya yang normal.  

e. Condition of Economy 
     

Condition of Economy yaitu situasi dan kondisi politik, 

sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan 

perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu 

tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi 

kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit. 

Condition of Economy sangat penting untuk diketahui apabila 

kredit tersebut diberikan untuk perusahaan-perusahaan yang 

bergerak di luar negeri. Adapun penilaian terhadap Condition of 

Economy dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana 

kondisi-kondisi yang mempengaruhi perekonomian suatu negara / 

daerah akan memberikan dampak yang bersifat positif maupun 

dampak yang negatif terhadap perusahaan yang mamperoleh kredit 

tersebut. 
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5. Prosedur Umum Perkreditan 

             Menurut Suyatno (1991: 19), prosedur umum perkreditan yaitu: 
 

Suatu pemberian kredit diawali oleh adanya permohonan kredit yang 

diajukan oleh calon debitur. Permohonan fasilitas kredit mencakup: 

a. Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit. 

b. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan. 

c. Permohonan perpanjangan/pembaruan tenor (jangka waktu) kredit 

yang telah berakhir jangka waktunya. 

d. Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat 

fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan, 

perubahan/pengunduran jadwal angsuran, dll.   

 Selanjutnya permohonan kredit tersebut dilampiri dengan 

dokumen-dokumen lainnya sesuai dengan persyaratan yang telah 

ditetapkan. Masing-masing bank atau lembaga keuangan non bank 

yang memberikan kredit mempunyai syarat-syarat yang berbeda. 

  Akan tetapi ada beberapa syarat yang mutlak harus ada dan 

sama di setiap bank atau lembaga keuangan non bank. Dokumen-

dokumen tersebut adalah data diri pemohon dan pasangan/penjamin. 

Data diri tersebut berupa KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah atau surat 

keterangan lain yang menunjukkan domisili calon debitur. Syarat-

syarat lainnya misalnya slip gaji/surat keterangan pendapatan, laporan 

penjualan, laporan laba rugi, serta bukti-bukti pendukung transaksi 

juga harus disertakan dalam pengajuan permohonan kredit sebagai 
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bahan analisis kecukupan rasio kredit oleh analis kredit. Data 

pendukung lain yang tidak kalah pentingnya adalah data tentang harta 

benda, seperti rumah, kendaraan bermotor yang dapat dijadikan 

jaminan oleh kreditur. 

  Setelah semua persyaratn dilengkapi, maka permohonan 

tersebut akan diajukan ke bagian investigasi (surveyor) dan analis 

kredit. Seorang investigator/surveyor mempunyai tuags melakukan 

investigasi tentang calon debitur. Tugas yang dilakukan adalah 

wawancara dengan calon debitur, mengumpulkan data yang 

berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan debitur, 

memeriksa/menyelidiki kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal 

yang dikemukakan debitur dan informasi lainnya yang diperoleh, serta 

menyusun laporan mengenai hasil penyelidikan yang diperlukan. 

  Menurut Suyatno (1991: 23-24), Tugas yang dilakukan oleh analis      

kredit adalah : 

1) mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, 

baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui 

kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu 

permohonan kredit. 

2) Menyusun laporan analisis yang diperlukan yang berisi penguraian 

dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan 

pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari 

permohonan kredit.  
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  Data yang diperlukan untuk analis kredit meliputi laporan 

aktivitas usaha yang tercantum dalam laporan keuangan, aktivitas R/K, 

data kualitatif dari nasabah, jaminan. 

  Setelah dianalisis oleh analis kredit maka permohonan 

kredit diajukan kepada pimpinan untuk dibuat keputusan tentang 

disetujui atau tidaknya suatu permohonan kredit. Yang dimaksud 

keputusan atas permohonan kredit  adalah setiap tindakan pejabat yang 

berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa 

menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas 

permohonan kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. 

  Pejabat yang berwenang tersebut menggunakan laporan 

pemeriksaan kredit dan analis kredit sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan. Bahan pertimbangan atau informasi-

informasi lainnya yang diperoleh pejabat pengambil keputusan harus 

dibubuhkan secara tertulis (disposisi-disposisi).   

6. Pengendalian Intern Kredit 

 Pengendalian intern perkreditan yaitu salah satu fungsi 

manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam 

pengelolaan kekayaan koperasi dalam bentuk perkreditan yang lebih 

baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-

penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-

kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan 
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penyusunan administrasi perkreditan yang benar (Mulyono, 2001: 

460).  

  Pemeriksaan dan pengawasan kredit sangat berperan dalam 

memelihara kelancaran pembayaran kredit. Beberapa aspek penting, 

selain aspek kelengkapan dokumen dan pengikatannya, unsur 

pengawasan dalam penggunaan dana pinjaman pun mempunyai 

peranan penting. Dengan demikian bagian pengawasan kredit sebuah 

koperasi selalu harus diarahkan untuk menunjang kelancaran usaha 

koperasi tersebut. (Santoso, 1996: 183).  

 

E.      Penelitian yang Dilakukan Sebelumnya  

1.  Penelitian terhadap pengendalian intern perkreditan di bank BRI unit I. 

Pokok permasalahan penulisan skripsi ini menurut penulis adalah adanya 

beberapa kelemahan yang dijumpai dalam perkreditan yang berupa 

kurangnya pengawasan dari pihak manajemen tentang mekanisme 

pemberian kredit, tidak terdeteksinya kecurangan yang dilakukan pihak 

luar maupun dalam bank yang mengambil keuntungan pribadi. 

Sedangkan dalam pengendalian intern yang baik, mencerminkan adanya 

kemauan pihak manajemen untuk menjaga kekayaan bank yang 

berbentuk kembalinya kredit yang disalurkan. (Budi Wijayanti, 1998). 

2. Penelitian terhadap analisis kesehatan koperasi simpan pinjam dengan 

studi kasus pada Koperasi Republik Indonesia, Klaten. Penulisan skripsi 

ini dilatarbelakangi oleh semakin dibutuhkannya koperasi sebagai sarana 
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peminjaman uang. Kesehatan dalam koperasi akan sangat vital dalam 

kinerjanya, dan kesehatan koperasi simpan pinjam merupakan 

kepentinagn semua pihak yang terkait baik anggota, pengurus, 

pengawas, pengusaha kecil dan menengah selaku Pembina dan 

pengawas (Wulandari, Christina Rini, 2001). 

3. Penelitian terhadap evaluasi sistem pengendalian intern terhadap 

pemberian kredit di BRI Unit Kalibawang, Kulonprogo, Yogyakarta. 

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya proses 

pengambilan keputusan pemberian kredit yang dilakukan oleh 

manajemen bagian kredit yang terkadang kurang teliti dan kurang 

pertimbangan secara matang dalam memeriksa dokumen-dokumen 

pendukung pengajuan kredit yang berdampak negatif dalam bank. Oleh 

karena itu penulis mengadakan penelitian untuk memastikan ketepatan 

penerapan sistem pengendalian intern dalam pemberian kredit. 

Kesimpulan yang didapat bahwa pengendalian intern yang diterapkan di 

BRI Unit Kalibawang Kulonprogo Yogyakarta sudah tepat (Anik 

Kusumastutik,1998).   

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Jenis Penelitian  

    Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian studi 

kasus ini merupakan penelitian terhadap pengendalian intern pemberian kredit 

konsumsi yang terdapat pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri. Dalam 

studi kasus ini, data-data yang berkaitan dengan proses pemberian kredit 

konsumsi dikumpulkan, lalu dibandingkan dengan teori pengendalian intern 

pemberian kredit secara umum. Selain itu dilakukan juga pengujian 

pengendalian intern untuk mengetahui efektivitas pengendalian intern yang 

ada di  Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri.    

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri. 

Adapun alamat Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri adalah Jl. 

Jampiroso Selatan No. 457 Temanggung. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Maret 

2007. 
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C. Obyek dan Subyek Penelitian 

1. Obyek Penelitian 

Obyek yang diteliti adalah pengendalian intern pemberian kredit konsumsi 

pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri. 

2. Subyek Penelitian 

Subyek Penelitian adalah Bagian Administrasi, Bagian Kredit. 

Ketua/Pimpinan Koperasi dan Bendahara pada Koperasi Simpan Pinjam 

Artha Mandiri. 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1.  Populasi Penelitian  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang dijadikan sasaran. 

Dalam hal ini formulir permohonan kredit konsumsi serta pencairan kredit 

konsumsi selama periode Februari sampai dengan Maret 2007 yang 

terdapat pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri. 

2. Sampel adalah bagian atau wilayah populasi yang diteliti.  

Dalam hal ini sampelnya adalah formulir permohonan kredit konsumsi 

serta pencairan kredit konsumsi selama periode Februari sampai dengan 

Maret 2007 yang terdapat pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri 

yang dipilih secara statistik dengan fixed-sample-size-attribute sampling. 

 

 

 



 

 

41

E. Data yang Dikumpulkan 

1. Surat permohonan pinjaman. 

2. Surat keterangan peminjam. 

3. Dokumen perjanjian hutang piutang. 

4. Surat kuasa perjanjian kredit konsumsi.  

5. Surat penyerahan jaminan. 

6. Surat tagihan. 

7. Bukti/surat permintaan kredit. 

8.  Bukti pelunasan dan pembayaran kredit konsumsi. 

9.  Bukti penerimaan kredit konsumsi. 

10. Kartu pembayaran pinjaman. 

11. Kartu rekening kredit. 

12. Gambaran perusahaan. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

 Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

pengamatan secara langsung pada operasi perusahaan. Pengamatan 

dilakukan untuk mengetahui keadaan perusahaan secara langsung dan 

untuk mengetahui pengendalian intern pemberian kredit konsumsi dalam 

Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri.    
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2. Wawancara 

 Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metoda 

survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek 

penelitian. Pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah ketua 

koperasi itu sendiri untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apa 

saja yang dihadapi koperasi tersebut beserta dengan sistematika pemberian 

kredit konsumsi pada nasabah. Selain itu wawancara juga dilakukan pada 

bagian administrasi, bagian kredit dan juga bendahara koperasi. 

 Wawancara juga dilakukan untuk mengetahui seluk beluk Koperasi 

Simpan Pinjam Artha Mandiri berupa:  

a.  Sejarah dan perkembangan perusahaan 

 b.  Struktur organisasi 

 c.  Dokumen yang digunakan dalam memberikan kredit konsumsi. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi  merupakan teknik pengumpulan data dengan 

memperoleh dokumen atau arsip perusahaan yang mencakup data dalam 

bentuk tulisan atau gambar. Pendokumentasian dilakukan pada data yang 

berhubungan dengan semua transaksi yang dilakukan perusahaan 

khususnya yang berkaitan dengan pemberian kredit konsumsi kepada 

nasabah. 

Adapun data yang dikumpulkan adalah laporan pertanggungjawaban 

pengurus koperasi periode 2002-2004 untuk mengetahui keadaan 

keuangan koperasi. Selain itu pendokumentasian dilakukan juga pada 
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dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permohonan dan pencairan 

kredit konsumsi. 

 

G.  Teknik Analisis Data 

   Teknik analisis data memberikan gambaran tentang rencana 

kegiatan penelitian yang akan dijalankan. Kegiatan tersebut ditujukan untuk 

mencari jawaban atas pertanyaan rumusan masalah. Teknik analisis data 

dalam penelitian ini meliputi: 

1. Analisis Deskriptif 

a. Mendeskripsikan pengendalian intern pemberian kredit konsumsi 

yang ada dalam Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri. 

Dalam pendeskripsian ini dijelaskan tentang pengendalian intern 

yang dilakukan pada proses pemberian kredit konsumsi pada 

Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri. 

b. Evaluasi Pengendalian Intern Pemberian Kredit Konsumsi. 
 

Evaluasi tersebut dilakukan dengan cara membandingkan unsur 

pengendalian yang sudah ada dalam koperasi dengan sistem 

pengendalian yang baik menurut teori. Unsur pengendalian intern 

tersebut meliputi struktur organisasi yang memisahkan tugas dan 

tanggung jawab secara tegas, adanya wewenang dan prosedur 

pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap 

kekayaan, utang, pendapatan dan biaya koperasi, praktek yang sehat 
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dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi dan 

karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

2.   Melakukan Pengujian Pengendalian 

Pengujian Pengendalian dalam penelitian ini menggunakan 

attribute sampling yaitu fixed-sample-size-attribute sampling. 

Pengambilan sampel dengan model ini ditujukan untuk memperkirakan 

persentase terjadinya mutu tertentu dalam populasi.  

 Langkah-langkah yang dilakukan dalam model fixed-sample-size-

attribute sampling adalah: 

a. Penentuan attribute  berupa tanda tangan bagian kredit dan pimpinan 

Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri Temanggung yang akan 

diperiksa untuk pengujian efektifitas pengendalian intern.  

b. Penentuan Besarnya Populasi.  

Populasi yang digunakan adalah formulir permohonan kredit serta 

pencairan kredit selama periode Februari sampai dengan Maret 2007. 

c. Penentuan Besarnya Sampel  

Penentuan sampel dilakukan secara statistik. Oleh karena itu 

langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: 

1) Menentukan tingkat keandalan (reliability level) atau disingkat 

R%. Tingkat keandalan adalah probabilitas benar dalam 

mempercayai efektivitas pengendalian intern. Biasanya R% 

yang digunakan adalah R%= 95%. Tingkat keandalan sebesar 
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95% ini menunjukkan probabilitas keyakinan dalam 

mempercayai efektivitas Pengendalian Intern. 

2) Melakukan penaksiran persentase terjadinya attribute dalam 

populasi. Penaksiran ini didasarkan pada pengalaman masa 

yang lalu atau dengan melakukan percobaan. Dalam penelitian 

ini membuat penaksiran terjadinya attribute dalam populasi 

sebesar 1 %.  

3) Penentuan batas ketepatan atas yang diinginkan (desired upper 

precision limit atau DUPL) adalah sebesar 5%.  

Batas ketepatan atas yang diinginkan (DUPL) sebesar 5% 

menunjukkan bahwa batas atas maksimum kesalahan yang 

dijumpai dalam sampel yang akan diambil nanti tidak boleh 

lebih dari 5%. 

4) Penggunaan tabel penentuan besarnya sampel untuk 

menentukan besarnya sampel. Tabel penentuan besarnya 

sampel yang tersedia adalah disusun menurut tingkat 

keandalannya.  

d.     Pemilihan anggota sampel dari seluruh anggota populasi. 

e.      Pemeriksaan terhadap attribute  

Apabila dari sampel yang diambil tidak terdapat kesalahan atau 

kesalahan sama dengan 0, maka Pengendalian Intern yang 

diterapkan koperasi tersebut efektif. 
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f.   Evaluasi Hasil Pemeriksaan  

    Menurut Mulyadi (2002: 254) pengertian evaluasi hasil   

    pemeriksaan adalah: 

Jika ditemukan attribute  yang berupa tanda tangan bagian kredit 

dan pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri 

Temanggung yang tidak sesuai dengan prosedur, maka peneliti 

akan menggunakan tabel evaluasi hasil yang memiliki tingkat 

keandalan sesuai yang digunakan untuk menentukan besarnya 

sampel yang lalu. Dengan tabel tersebut peneliti dapat 

menemukan tingkat achieved upper precision limit (AUPL). 

Pencarian AUPL dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1) R%= 95% 

2) Dalam kolom sample size, cari angka besarnya sampel yang 

telah dipilih sebelumnya. 

3) Dari angka sample size kemudian pencarian berjalan ke 

kanan secara horisontal untuk menemukan angka kesalahan 

yang dijumpai oleh peneliti dalam pemeriksaan terhadap 

sampel. 

4) Dari angka attribute yang kalau ditarik horisontal ke kiri 

didapati sample size, ditarik vertikal ke atas untuk 

menemukan AUPL. 
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 g.  Efektifitas Pengendalian Intern  

 Pengendalian intern pemberian kredit konsumsi dikatakan 

efektif bila dari hasil pengujian jumlah kesalahan yang dicapai 

lebih kecil atau sama dengan batas kesalahan yang diharapkan 

(AUPL ≤ DUPL). 

 



BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

A. Gambaran Perusahaan 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Mandiri berdiri pada tanggal 30 

Juni 1998. Lokasi koperasi ini berada di Temanggung, tepatnya di Jl. 

Jampiroso Selatan No. 457 Temanggung. Saat ini Koperasi Simpan Pinjam 

Artha Mandiri memiliki 30 orang anggota yang terdiri dari dua belas orang 

anggota laki-laki dan delapan belas orang anggota perempuan. Tiap-tiap 

anggota menyerahkan setoran awal sebesar Rp 250.000 pada saat ia pertama 

kali mendaftar menjadi anggota koperasi. 

Perkembangan koperasi ini cukup baik. Ini terbukti dengan adanya 

peningkatan laba bersih usaha setiap tahun. Peningkatan laba bersih per tahun 

sekitar 5% sampai dengan 10%. Laba bersih tahun 2006 adalah sekitar         

Rp 3.089.625. Laba bersih tersebut dikembalikan kembali kepada para 

anggotanya dalam bentuk SHU (Sisa Hasil Usaha), komisi bagi para pengurus 

koperasi dan juga ditambahkan kembali dalam modal koperasi. Prosentase 

laba bersih yang dibagi kepada anggota, komisi pengurus dan penambahan 

modal diputuskan dalam Rapat Anggota Tahunan yang diadakan setiap tahun 

sekali. 

Rapat Anggota Tahunan merupakan bentuk pertanggungjawaban 

pengurus koperasi dalam mengelola koperasi selama periode tahun berjalan. 

Dalam Rapat Anggota Tahunan tersebut para pengurus akan menyampaikan 
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laporan pertanggungjawaban kegiatan usaha koperasi selama satu tahun, 

penilaian kinerja pengurus oleh para anggota, perlu atau tidaknya penggantian 

pengurus berdasarkan kinerja mereka, dan juga dibahas tentang rencana kerja 

koperasi untuk periode berikutnya. 

Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri mempunyai enam orang 

pengurus yang terdiri dari Ketua/Pimpinan, Bagian Administrasi, Bagian 

Kredit, Pengawas, Manajer, dan Bendahara. Masing-masing pengurus 

mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. Adapun tugas dan 

wewenang masing-masing pengurus adalah sebagai berikut: 

1. Ketua/Pimpinan     

melakukan analisis kelayakan seseorang dalam menerima kredit konsumsi 

dari koperasi. Posisi ini mempunyai wewenang untuk mengambil 

keputusan menolak atau menyetujui suatu permohonan kredit konsumsi. 

2. Bagian administrasi  

bertugas membuat surat masuk dan keluar serta pencatatan nomor urut 

surat, seleksi awal kelengkapan dokumen untuk pengajuan kredit 

konsumsi. 

3. Bagian kredit   

bertugas mengatur arus keluar masuknya uang Koperasi Simpan Pinjam 

Artha Mandiri, yaitu: mencairkan dana untuk permohonan kredit konsumsi 

yang disetujui, menerima pembayaran angsuran dari debitur. 

Ketiga bagian tersebut merupakan bagian inti dalam koperasi ini karena proses 

kredit konsumsi harus melalui ketiga bagian tersebut. Pengurus yang lain 
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adalah Manager, Pengawas dan Bendahara. Masing-masing bagian tersebut 

mempunyai tugas sebagai berikut: 

4.   Manager   

mengelola jalannya koperasi. Posisi ini juga bertugas mencari dana dari pihak 

ketiga bila dana koperasi tersebut tidak mencukupi untuk penyaluran kredit. 

5.   Bendahara  

bertugas mengelola keuangan koperasi untuk kepentingan operasional 

koperasi. 

6.  Pengawas  

bertugas mengawasi jalannya operasional koperasi dan juga prosedur 

pemberian kredit untuk memastikan bahwa prosedur operasional dan 

pemberian kredit konsumsi berjalan dengan benar. 
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Berikut ini tabel tentang deskripsi tugas setiap bagian di Koperasi Simpan Pinjam 

Artha Mandiri:  

Tabel 1 Tabel Deskripsi Tugas Setiap Bagian di Koperasi Simpan Pinjam 
Artha Mandiri 

 

Bagian Deskripsi Tugas 

Pimpinan a. melakukan analisis kelayakan kredit. 
b. mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan 

menolak atau menyetujui suatu permohonan kredit. 
 

Administrasi a. membuat surat keluar untuk kepentingan 
perusahaan. 

b. membuat registrasi surat masuk dan keluar sesuai 
dengan nomor urut. 

c. melakukan seleksi awal kelengkapan dokumen 
untuk pengajuan kredit. 

Kredit a. verifikasi kebenaran surat keterangan pendapatan 
yang dibuat oleh pemohon. 

b. verifikasi fisik kendaraan dan rumah yang dijadikan 
jaminan. 

c. mencairkan dana untuk permohonan kredit yang 
disetujui. 

d. menerima pembayaran angsuran dari debitur. 
Manager a. mengelola jalannya koperasi. 

b. funding dana dari pihak ketiga bila dana koperasi 
tersebut tidak mencukupi untuk penyaluran kredit. 

Bendahara a. mengelola keuangan koperasi untuk kepentingan 
operasional koperasi. 

Pengawas a. mengawasi jalannya operasional koperasi dan 
prosedur pemberian kredit untuk memastikan 
bahwa prosedur operasional dan pemberian kredit 
berjalan dengan benar. 

 Sumber : Hasil wawancara 
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B. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri 

 

Gambar 1 : Struktur Organisasi 
Sumber : Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri 

 

Dalam struktur organisasi tersebut, posisi ketua, manager dan pengawas 

berada pada garis yang sejajar. Ini berarti di antara ketiga fungsi tersebut 

kedududukannya di dalam koperasi adalah sama. Hal yang membedakan adalah 

tugas dan tanggung jawab mereka. Ketua koperasi bertanggung jawab terhadap 

operasional koperasi yaitu usaha dan aktivitas koperasi dalam memberikan kredit 

konsumsi kepada para debitur. Sedangkan manager bertanggung jawab terhadap 

pencairan sumber dana lain untuk kelancaran pemberian kredit kepada debitur 

misalnya dengan mencari pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. 

Adapun pengawas bertanggung jawab terhadap terlaksananya prosedur 

operasional dan pemberian kredit dengan baik. 

 Ketiga fungsi yang lain yaitu bendahara, bagian kredit dan serta bagian 

administrasi bertanggung jawab kepada ketua koperasi. Tugas dan tanggung 

jawab bendahara berkaitan dengan penggunaan uang untuk kepentingan 

operasional koperasi di luar kegiatan pemberian kredit konsumsi kepada debitur.  

Pangawas Ketua Manager 

Bendahara 
Bagian 

Administrasi 
Bagian 
Kredit 
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Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri mempunyai debitur dari berbagai 

macam jenis usaha dan sebagian besar adalah petani. Ini disebabkan lokasi 

Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri yang terletak di pedesaan.  

Prosedur pencairan kredit konsumsi yang dilakukan oleh Koperasi Simpan 

Pinjam Artha Mandiri tidak membutuhkan waktu lama sehingga menarik minat 

calon debitur untuk meminjam dana di Koperasi Simpan Pinjam ini. Selain itu 

persyaratan yang dibutuhkan untuk pengajuan kredit konsumsi tidak terlalu 

banyak, yaitu formulir permohonan kredit yang telah diisi lengkap, KTP pemohon 

yang masih berlaku, surat keterangan pendapatan pemohon, surat pernyataan 

kesanggupan membayar yang ditandatangani pemohon diatas meterai dan juga 

BPKB atau Sertifikat Rumah pemohon apabila pemohon mengajukan pinjaman 

diatas Rp 1 juta. Adapun batas maksimal peminjaman adalah Rp 5 juta. 

Proses pencairan kredit konsumsi di Koperasi Simpan Pinjam Artha 

Mandiri adalah sebagai berikut: 

1. Pengajuan permohonan kredit konsumsi oleh pemohon dengan cara mengisi 

formulir permohonan kredit. 

2. Melengkapi formulir permohonan kredit dengan dokumen-dokumen yang 

diperlukan, yaitu fotocopy KTP pemohon, surat pernyataan kesanggupan 

membayar angsuran yang ditandatangani oleh pemohon diatas materai, surat 

keterangan pendapatan pemohon, slip gaji untuk karyawan  dan juga BPKB 

atau Sertifikat rumah pemohon bila kredit yang diajukan diatas Rp 1 juta. 
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3. Verifikasi kebenaran surat keterangan pendapatan yang dibuat oleh pemohon 

dan juga verifikasi fisik kendaraan dan rumah yang dijadikan jaminan oleh 

bagian kredit. 

4. Analisis kredit dan persetujuan kredit dilakukan oleh ketua setelah ada laporan 

hasil verifikasi dari bagian kredit. 

5. Pengambilan keputusan atas permohonan kredit yang diajukan, bisa ditolak 

atau diterima, oleh ketua yang ditandai dengan tanda tangan ketua pada 

lembar permohonan kredit dan juga lembar pencairan dana kredit. 

6. Permohonan yang disetujui akan dibawa ke bagian kredit untuk memproses 

pencairan dana. Dana kredit akan dicairkan bila ada tanda tangan ketua pada 

lembar pengajuan kredit dan juga lembar pencairan dana kredit. 

7. Dana kredit diterima oleh debitur setelah debitur menandatangani perjanjian 

kredit (bermeterai) dan angsuran dimulai pada jangka waktu yang telah 

disepakati. Misalnya debitur menyepakati untuk membayar angsuran secara 

mingguan maka pada satu minggu berikutnya setelah pencairan, debitur harus 

mulai membayar angsuran. 

8. Pembayaran dilakukan di kantor Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri dan 

diterima olah bagian kredit. Setiap angsuran akan dicatat di kartu piutang 

masing-masing debitur hingga jangka waktu hutang selesai. 

9. Setiap debitur dibebani tingkat bunga sebesar 3 % per bulan (flat) dan setiap 

keterlambatan pembayaran akan dikenai denda 4 % per hari keterlambatan 

dikalikan dengan angsuran.  

 



 

 

55

C.     Pengendalian Intern Dalam Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri 

Berdasarkan proses pencairan kredit konsumsi yang telah dijelaskan di 

atas maka pengendalian intern yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Artha 

Mandiri: 

1. Setiap pengajuan kredit harus disertai laporan hasil verifikasi oleh bagian 

kredit mengenai pendapatan pemohon dan keberadaan fisik barang yang 

dijadikan jaminan. 

2. Setiap pencairan kredit yang dilakukan oleh bagian kredit harus disertai 

oleh tandatangan ketua pada lembar formulir pengajuan kredit dan juga 

lembar pencairan dana kredit. 

 

 

 

 



BAB V 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Pengendalian Intern Koperasi 

1.   Prosedur Penerimaan Permohonan Aplikasi Kredit  

a.  Calon debitur mengisi formulir permohonan kredit yang telah 

diberi nomor urut oleh bagian administrasi. Nomor urut ini 

merupakan salah satu unsur pengendalian intern karena setiap 

formulir yang keluar tercatat dengan baik Apabila ternyata setelah 

pengisian formulir, calon debitur membatalkan pengajuan kredit, 

maka formulir permohonan kredit yang telah diisi harus 

dikembalikan kepada bagian administrasi untuk dicatat dalam buku 

register pembatalan formulir permohonan kredit. 

b. Bagian administrasi melakukan registrasi atas penerimaan formulir 

permohonan kredit yang masuk. Tujuan pencatatan register ini 

adalah untuk mengetahui keluar masuknya formulir permohonan 

kredit. 

2.   Prosedur Verifikasi Kebenaran Data dan Dokumen Pendukung  

a. Bagian administrasi menyerahkan formulir permohonan kredit 

yang akan diverifikasi kepada bagian kredit dan harus ada tanda 

tangan bagian kredit pada buku register yang dibuat oleh bagian 

administrasi. Ini bertujuan untuk pengendalian agar antara bagian 

kredit dan bagian administrasi saling mengetahui keberadaan 
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formulir permohonan kredit serta waktu yang dibutuhkan bagian 

kredit untuk melakukan verifikasi lapangan.  

b. Laporan hasil verifikasi yang dibuat oleh bagian kredit harus 

ditandatangani oleh bagian kredit dan ketua koperasi. Hal ini 

merupakan salah satu unsur pengendalian intern agar setiap laporan 

hasil verifikasi yang dibuat oleh bagian kredit diotorisasi oleh 

pimpinan yang berwenang. 

3.    Prosedur Analisis dan Persetujuan/Penolakan Kredit 

a.  Proses analisis dilakukan oleh ketua setelah menerima laporan 

verifikasi dari bagian kredit yang telah ditandatangani. Bila ada 

laporan hasil verifikasi yang belum ditandatangani maka ketua 

berhak mengembalikan laporan tersebut kepada bagian kredit. 

b. Keputusan kredit dilakukan dalam suatu komite kredit yang 

beranggotakan bagian kredit dan ketua. Dalam rapat komite kredit 

akan dibahas poin-poin positif dan negatif seorang calon debitur 

yang akan menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan 

keputusan. Poin-poin positif dan negatif yang dibahas berkaitan 

dengan 5 C yaitu character, capacity, collateral, dan condition of 

economy. 

c. Hasil keputusan kredit harus ditandatangani oleh anggota komite 

kredit. Ini juga merupakan unsur pengendalian intern karena 

permohonan kredit dapat diproses lebih lanjut, yaitu pencairan 
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dana, bila dilampiri oleh hasil keputusan kredit yang telah 

ditandatangani oleh anggota komite kredit.  

4.   Prosedur Pembuatan Perjanjian Kredit oleh Bagian Kredit 

a. Formulir permohonan kredit, laporan hasil verifikasi serta hasil 

keputusan kredit diserahkan kembali kepada bagian administrasi. 

b. Pembuatan perjanjian kredit dilakukan oleh bagian kredit setelah 

memeriksa kembali semua dokumen kredit. Ini dilakukan untuk 

memastikan bahwa semua persyaratan yang dibutuhkan telah 

dipenuhi. 

c. Perjanjian kredit ditandatangani oleh debitur dan juga ketua 

koperasi. Perjanjian kredit harus bermaterai dan tanda tangan 

debitur harus diatas materai tersebut. Ini juga merupakan salah satu 

bentuk pengendalian intern perusahaan karena perjanjian kredit 

yang berlaku adalah perjanjian yang bermaterai. 

d. Selain bermeterai, pengendalian intern perusahaan terhadap proses 

pembuatan perjanjian kredit tercermin pada adanya nomor kontrak 

yang berurutan yang tercantum pada setiap perjanjian kredit. Satu 

perjanjian kredit berlaku untuk satu pemohon dan satu kali 

pengajuan kredit.  

 

 

 

 



 

 

59

Bagian Administrasi 
 
 

Keterangan:  
FPK     :  Formulir Permohonan Kredit 
SKKM:  Surat Keterangan Kesanggupan 
               Membayar  
SKPP  :  Surat Keterangan Pendapatan 
               Pemohon 
 
 
 
 
 Nasabah mengisi SKPP, SKKM,  
 FPK, & menyerahkan foto copy 
  KTP,BPKB/Sertifikat Tanah 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Tidak                                                      Ya        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 
Flowchart Pemberian Kredit 
Sumber : Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri, 
     Auditing, Mulyadi, 2002: 204-208 
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Bagian Analisis Kredit/Pimpinan 
 
                                                                                        Keterangan: 
                                                                                          FPK : Formulir Permohonan Kredit 
                                                                                          SKKM : Surat Keterangan Kesanggupan 
   Membayar 
                                                                                          SKPP : Surat Keterangan Pendapatan  
                                                                                                       Pemohon 
                                                                                          LPK : Lembar Pencairan Kredit 
                                                                                          SP : Surat Pemberitahuan 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
                                                                                                                            Tidak  

                                                                    
                                                                   Ya 
                                                                
 
 
 
 
                   
 
                
                
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Nasabah               Direksi                                            Nasabah                    Direksi 
 
 
 
Gambar 3 
Flowchart Pemberian Kredit 
Sumber : Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri, 
     Auditing, Mulyadi, 2002: 204-208 
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Bagian Kredit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                  Tidak                                           Ya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan :  
FPK    : Formulir Permohonan Kredit 
SKKM: Surat Keterangan Kesanggupan Membayar 
SKPP  : Surat Keterangan Pendapatan Pemohon 
LPK    : Lembar Pencairan Kredit 
KR      : Kartu Rekening 
RP       : Pencairan Rupiah (uang) 
KPP     : Kartu Pembayaran Pinjaman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4        Nasabah 
Flowchart Pemberian Kredit                                                  
Sumber : Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri,      
     Auditing, Mulyadi, 2002: 204-208 
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Bagian Analisis Kredit                                              Bagian Adminitrasi                   
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan :  
FPK    : Formulir Permohonan Kredit 
SKKM: Surat Keterangan Kesanggupan Membayar 
SKPP  : Surat Keterangan Pendapatan Pemohon 
LPK    : Lembar Pencairan Kredit 
KR      : Kartu Rekening 
RP       : Pencairan Rupiah (uang) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5 
Flowchart Pemberian Kredit                                                
Sumber : Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri, 
     Auditing, Mulyadi, 2002: 204-208 
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B.  Evaluasi Pengendalian Intern  Pemberian Kredit  

Untuk mengetahui kualitas pengendalian intern pemberian kredit 

pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri dilakukan dengan cara 

membandingkan pengendalian pemberian kredit konsumsi yang terdapat 

dalam perusahaan dengan unsur-unsur pengendalian intern dalam teori yang 

ada.  

1. Struktur Organisasi yang Memisahkan Tugas dan Tanggung Jawab 
Secara Tegas. 

 
Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri mempunyai beberapa 

bagian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Akan 

tetapi dalam perusahaan, masih ada beberapa bagian yang seharusnya 

dipisah tetapi ternyata dalam prakteknya masih dijadikan satu. Misalnya 

adalah bagian kredit.  

Tugas bagian kredit adalah melakukan verifikasi lapangan 

mengenai keberadaan fisik rumah dan tempat usaha/kantor pemohon 

kredit. Selain itu bagian kredit juga bertugas mencairkan dana kredit serta 

menerima pembayaran angsuran dari debitur. Dari rincian tugas tersebut 

terdapat dua tugas yang dilakukan oleh satu bagian yaitu tugas mencairkan 

dana kepada pemohon dan juga menerima pembayaran angsuran. Tugas 

tersebut seharusnya dilakukan oleh dua fungsi yaitu bagian kredit dan 

kasir. Dengan adanya pemisahan  bagian ini, maka pengendalian intern 

akan lebih baik karena masing-masing bagian akan berkonsentrasi pada 

satu tugas saja,yaitu pengeluaran uang atau penerimaan uang. 
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Bagian lain yang seharusnya perlu dipisah adalah tugas ketua 

sebagai Analis Kredit dan tugas ketua sebagai pengambil keputusan atas 

suatu permohonan kredit. Dengan adanya dua tugas yang dikerjakan oleh 

satu orang, yaitu ketua maka akan sangat mungkin terjadi proses 

pengambilan keputusan tidak didasarkan pada hasil analisis yang obyektif 

melainkan terdapat unsur subyektif. Berdasarkan penjelasan di atas,dapat 

dilihat bahwa dalam Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri masih ada 

perangkapan tugas oleh satu orang.  

2. Adanya Wewenang dan Prosedur Pencatatan yang Memberikan 
Perlindungan.yang Cukup Terhadap Kekayaan, Utang, Pendapatan 
dan Biaya Perusahaan.  

 
Koperasi Simpan Pinjam Artha Madiri sudah menerapkan 

wewenang dan prosedur pencatatan dalam mengolah setiap transaksi 

pemberian kredit. Surat Perjanjian Kredit antara debitur dengan Koperasi 

Simpan Pinjam Artha Mandiri harus diotorisasi oleh Ketua. Selain itu 

dalam pencairan dana, blangko permohonan pencairan harus diotorisasi 

oleh bagian kredit dan ketua.  

Begitu pula pada saat penerimaan angsuran dari debitur, bagian 

kredit harus memberikan kuitansi kepada debitur sebagai bukti 

pembayaran. Kuitansi ini harus ditandatangani oleh bagian kredit. Bagian 

kredit juga mencatat pembayaran angsuran ini ke dalam kartu piutang 

masing-masing debitur untuk mengetahui posisi piutang masing-masing 

debitur. 
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Akan tetapi dalam Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri belum 

ada bagian akuntansi yang bertugas membuat catatan akuntansi untuk 

semua transaksi pemberian kredit, pembayaran angsuran ataupun transaksi 

operasional perusahaan lainnya. Tugas fungsi akuntansi dikerjakan oleh 

bagian administrasi dan bendahara yang tidak memiliki latar belakang 

pendidikan akuntansi. Dengan demikian unsur ini belum dilaksanakan 

dengan baik karena tidak ada fungsi akuntansi yang bertugas mencatat 

transaksi yang terjadi dalam perusahaan. 

3. Praktek yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Setiap 
Unit Organisasi. 

 
Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap 

unit organisasi adalah sebagai berikut: 

a. Kuitansi sebagai bukti pembayaran angsuran belum bernomor urut 

sehingga penggunaannya tidak dapat termonitor dengan baik. 

b. Adanya register untuk setiap permohonan kredit yang masuk dan 

disetujui sebagai kontrol bagian administrasi. 

c. Bagian kredit membuat catatan piutang untuk setiap debitur untuk 

mengetahui saldo piutang masing-masing debitur. 

Unsur ini belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh Koperasi 

Simpan Pinjam Artha Mandiri. 

4. Karyawan yang Mutunya Sesuai Dengan Tanggung Jawabnya 

Unsur pengendalian intern ini dapat dikatakan sudah dipenuhi oleh 

Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri karena dalam perekrutan 

karyawan sudah mempunyai standar tertentu untuk setiap posisi dan 
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diadakan seleksi dalam perekrutan karyawan. Dalam penerimaan 

karyawan perusahaan, Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri melakukan 

test kemampuan dan juga test kepribadian. Tes kemampuan dilakukan 

untuk mengetahui kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugas yang 

akan diberikan kepadanya. Sedangkan tes kepribadian dilakukan untuk 

mengetahui attitude karyawan.  

Selain itu karyawan yang sudah diterima harus melalui masa uji 

coba selama satu bulan. Apabila karyawan tersebut dianggap mampu, 

maka karyawan tersebut dapat terus bekerja dan apabila dianggap tidak 

mampu maka karyawan tersebut diberhentikan. Hal ini sudah baik sesuai 

dengan teori yang ada mengenai karyawan yang mutunya sesuai dengan 

tanggung jawabnya. 
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Teori Praktek 
Ya/Tdk Keterangan 

Struktur Organisasi yang Memisahkan Tugas dan 
Tanggung Jawab Fungsional Secara Tegas. 

1 Fungsi penerimaan kas terpisah dari 
fungsi akuntansi.  

 
 
 
 
 
 
 

2. Fungsi analis kredit terpisah dari fungsi 
pengambil keputusan kredit. 

 

 
 
Tidak 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak 

 
 
Adanya perangkapan tugas 
yang dilakukan oleh bagian 
kredit dimana tugasnya 
menerima angsuran  juga 
mencairkan kas untuk kredit, 
serta melakukan pembukuan 
yang dikhawatirkan akan 
menyebabkan penggelapan kas 
koperasi. 

Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan yang 
memberikan Perlindungan yang Cukup Terhadap 
Kekayaan, Utang, Pendapatan dan Biaya. 

1.  Penerimaan kas mendapatkan otorisasi dari 
pejabat yang wewenang. 

 
 2.   Pengeluaran kas mendapatkan otorisasi 

dari pejabat yang wewenang. 
3 Pencatatan di buku penerimaan kas 

didasarkan pada kuitansi yang telah 
diotorisasi oleh bagian yang berwewenang 
dan dilampiri dokumen pendukung yang 
lengkap 

 
 
 
Ya 
 
 
Ya 
 
Ya 

 
 
 
Penerimaan kas mendapatkan 
otorisasi berupa tanda tangan 
dari pimpinan koperasi 

Praktek yang Sehat dalam MelaksanakanTugas dan 
Fungsi Setiap Unit Organisasi. 

1.   Saldo kas yang ada di tangan dilindungi 
dari kemungkinan pencurian atau 
penggunaan yang tidak semestinya. 

 2. Dokumen dasar dan dokumen pendukung 
penerimaan dan pengeluaran kas dibubuhi 
cap “lunas” oleh fungsi penyimpan kas 
setelah transaksi pengeluaran kas 
dilakukan. 

3.  Terdapat fungsi yang tidak terlibat dalam 
penyimpanan kas dan pencatatan kas yang 
menggunakan rekening Koran Bank (Bank 
Statement) untuk mengecek ketelitian 
catatan kas perusahaan. 

4. Pengeluaran kas yang hanya menyangkut 
jumlah kecil dilakukan lewat dana kas kecil 
yang akuntansinya diselenggarakan dengan 
sistem imprest. 

 

 
 
Ya 
 
 
Tidak 
 
 
 
 
Ya 
 
 
 
 
Ya 
 

 
 
 
 
 
Pembubuhan cap lunas 
dilakukan oleh bagian kredit 
karena tugas bagian kredit juga 
sebagai penyimpanan kas 
koperasi. 
Pemimpin biasanya melakukan 
pengecekan fisik uang pada saat 
sebelum rapat tahunan beserta 
pembagian SHU (Sisa Hasil 
Usaha) 
 

Sumber : Hasil Wawancara 

Evaluasi Pengendalian Intern Koperasi 
Tabel 2 



 68

Teori Praktek 
Ya/Tdk Keterangan 

 
5. Secara perodik dilakukan pencocokan 

jumlah fisik kas yang ada di tangan dengan 
jumlah kas menurut pembukuan. 

6. Kas yang ada di tangan (cash in safe), kas 
yang ada di perjalanan (cash in transit) 
diasuransikan dari kerugian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Kasir diasuransikan (fidelity bond 
insurance) 

 
 
 
 
 

8. Kasir diperlengkapi dengan alat-alat yang 
mencegah terjadinya pencurian terhadap 
kas yang ada di tangan. 

9. Terdapat nomor urut tercetak pada bukti 
transaksi. 

 
Ya 
 
 
Tidak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak 
 
 
 
 
 
 
Tidak 
 
 
Tidak 

 
 

 
 
Setiap kredit yang diajukan 
diatas Rp. 1 Juta harus disertai 
jaminan yang berupa BPKB 
atau sertifikat rumah, dan 
pinjaman dibawah Rp. 1 juta 
hanya dikenai syarat verifikasi 
fisik nasabah yang 
bersangkutan dengan disertai 
sangsi keterlambatan yang 
mengikat. Jadi asuransi dari 
kerugian belum diperlukan oleh 
Koperasi Artha Mandiri. 
Tidak ada pemisahan tugas 
yang jelas sehingga kasir 
dirangkap tugas oleh bagian 
kredit, sehingga tidak ada 
asuransi untuk kasir 
 
 
 
 

Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung 
Jawabnya. 

1. Seleksi karyawan berdasarkan jabatan yang 
dituntut. 

 
2. Pengembangan pendidikan karyawan 

sesuai dengan perkembangan tuntutan 
pekerjaan. 

 
 
Ya 
 
 
Tidak 

 
 
Seleksi karyawan  melalui tes 
yang mempunyai standar 
tersendiri 
 

Sumber : Hasil Wawancara 

Evaluasi Pengendalian Intern Koperasi (lanjutan) 
Tabel 2 
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C. Efektifitas Pengendalian Intern Pemberian Kredit  

Dalam menguji pengendalian intern perusahaan ada beberapa 

prosedur yang diperiksa. Prosedur tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Prosedur Verifikasi Kebenaran Data dan Dokumen Pendukung  

Dokumen yang diperiksa adalah laporan hasil verifikasi fisik yang 

dibuat oleh bagian kredit. 

2. Prosedur Analisa dan Persetujuan/Penolakan Kredit 

Dokumen yang diperiksa adalah laporan hasil analisis keuangan yang 

dibuat ketua koperasi. 

3. Prosedur Pembuatan Perjanjian Kredit oleh Bagian Administrasi 

Dokumen yang diperiksa adalah perjanjian kredit antara debitur 

dengan Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri. 

4. Prosedur Pencairan Dana Kredit oleh Bagian Kredit 

Dokumen yang diperiksa adalah formulir pencairan dana kredit yang 

dibuat oleh bagian kredit. 

Untuk laporan hasil verifikasi fisik yang dibuat oleh bagian kredit, 

attribute yang diperiksa adalah tanda tangan bagian kredit, pencantuman tanggal, 

serta tanda tangan pimpinan koperasi. 

Untuk laporan hasil analisis keuangan yang dibuat ketua koperasi, 

attribute yang diperiksa adalah tanda tangan ketua koperasi. 

Untuk perjanjian kredit antara debitur dengan Koperasi Simpan Pinjam 

Artha Mandiri, attribute yang diperiksa adalah tanda tangan oleh ketua koperasi 

serta debitur. 
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Untuk formulir pencairan dana kredit yang dibuat oleh bagian kredit, 

attribute yang diperiksa adalah tanda tangan oleh ketua koperasi serta bagian 

kredit. 

Setelah menentukan attribute yang akan diperiksa, langkah selanjutnya 

adalah pemilihan sampel. Seperti yang telah disebutkan pada bab 1 bahwa metode 

pengujian pengendalian yang digunakan adalah Fixed-Sample-Size-Attribute-

Sampling. 

Langkah-langkah Fixed-Sample-Size-Attribute-Sampling adalah sebagai 

berikut: 

a. Penentuan tingkat keandalan (reliability level) atau confidence level atau 

disingkat R%. Tingkat keandalan adalah probabilitas benar dalam 

mempercayai efektivitas pengendalian intern. Dalam penelitian ini, dipilih R% 

= 95% 

b. Penaksiran persentase terjadinya attribute dalam populasi. Dalam penelitian 

ini penulis membuat penaksiran terjadinya attribute dalam populasi sebesar    

1 %.  

c. Penentuan batas ketepatan atas yang diinginkan (Desired Upper Precision 

Level Limit atau DUPL).  

d. Penggunaan tabel penentuan besarnya sampel untuk menentukan besarnya 

sampel. 
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Tabel 3 
Penentuan Besarnya Sampel dengan R% = 95% 

 
 

Expected Upper Precision Limit 
Percent Rate 1 2 3 4 5 6
of Occurance             

0,25      
0,50     

 
 

1,00 
 
     100

1,50      

 

2,00             
 

Besarnya sampel yang diambil sebanyak 100 orang merupakan data yang 

dipinjamkan pihak Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri Temanggung  dari 

total populasi sebanyak 121 orang nasabah aktif hingga April 2007. Pemilihan 

anggota sample dari seluruh anggota populasi didasarkan pada kebijakan Koperasi 

Simpan Pinjam Artha Mandiri Temanggung yang hanya berkenan memberikan 

data 100 orang nasabah dikarenakan 21 nasabah lainnya merupakan nasabah 

bermasalah dengan kredit macet sehingga nama-nama mereka tidak 

diperkenankan untuk dipublikasikan. 

Data yang didapat dari laporan hasil verifikasi pada lampiran 1 terdapat 2 

kesalahan dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri Temanggung dalam 

prosedur pemberian kredit dimana pada nasabah bernama Hartati tidak tertera 

tanda tangan pimpinan koperasi dan pada nasabah bernama Dewa Septiani tidak 

tercantum tanggal transaksi kredit dan tanda tangan pimpinan koperasi Artha 

Mandiri Temanggung. 

 

 

Besarnya Sampel 
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Dari pengujian terhadap 100 sampel yang telah dilakukan hasilnya adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4 
Tabel Pemeriksaan Sampel 

   

 

 

 

Keterangan: 

LHV  : Laporan Hasil Verifikasi 
ANLST : Laporan Hasil Analisis Keuangan 
KONTRAK : Perjanjian Kredit 
CAIR  : Formulir Pencairan Dana Kredit 

 
Dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen tersebut, tidak 

ditemukan adanya kesalahan pada dokumen Laporan Hasil Analisis Keuangan, 

Perjanjian Kredit dan Formulir Pencairan Dana Kredit. 

Tahap selanjutnya adalah pencarian nilai Achieved Upper Precision Limit 

(AUPL) dengan menggunakan tabel. Bila nilai AUPL lebih besar daripada nilai 

DUPL maka pengendalian intern di perusahaan tidak efektif. Sedangkan bila 

AUPL lebih kecil atau sama dengan daripada nilai DUPL maka pengendalian 

intern perusahaan tersebut efektif. 

 

 

 

 

 

Nama 
Sampel DUPL 

Jumlah 
kesalahan 

LHV 5% 2 
ANLST 5% 0 
KONTRAK 5% 0 
CAIR 5% 0 
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Tabel di bawah ini menjelaskan tentang nilai AUPL dari penelitian ini. 

Tabel 5 
Tabel Evaluasi Hasil : Reliability 95% 
 

Number of Observed Occurence 
Upper Precision Limit Percent Rate of Occurance 
SS 1 2 3 4 5 6 7

 
10      

 
 

20        
30        

         
         
         

100 
 

    
 

2  
         
                

  

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai AUPL adalah 6% . Nilai ini lebih 

besar dari DUPL yaitu 5%. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian intern 

Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri tidak efektif.  

Pada hasil penelitian di atas, masih ditemukan kesalahan pada dokumen 

laporan hasil verifikasi sebanyak dua buah. Pada dokumen tersebut tidak terdapat 

tanda tangan pimpinan koperasi sehingga tidak dapat dianggap sah oleh komite 

kredit. Akan tetapi permohonan kredit untuk kedua orang tersebut sudah 

dicairkan. Ini berarti pada saat komite kredit, tidak ada pemeriksaan yang detail 

mengenai laporan verifikasi lapangan yang dibuat oleh bagian kredit. Begitu pula 

saat pembuatan perjanjian kredit oleh bagian kredit. Seharusnya bagian kredit 

tidak membuat perjanjian kredit tanpa memeriksa terlebih dahulu dokumen-

dokumen pendukungnya. Ini berarti ada dua bagian yang tidak menjalankan 
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fungsi pengendalian intern dengan baik yaitu bagian kredit dan bagian pimpinan 

koperasi. 

Perusahaan sebaiknya perlu memperbaiki pengendalian intern yang sudah 

ada sehingga tidak sampai terjadi pencairan kredit tanpa disertai dokumen-

dokumen-pendukung yang telah diotorisasi. Permasalahan yang mungkin muncul 

adalah apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh debitur. Apabila laporan 

hasil verifikasi lapangan tidak ditandatangani oleh bagian kredit maka bagian 

kredit dapat saja menolak bertanggungjawab atas keabsahan laporan tersebut. 

Terlebih apabila ternyata ada perubahan kondisi debitur yang menyebabkan 

pembayaran angsuran terlambat bahkan macet. Perubahan kondisi debitur yang 

dimaksud adalah perubahan kondisi mendasar, yaitu kondisi yang seharusnya 

menghasilkan penolakan permohonan kredit tetapi karena pengendalian intern 

yang tidak baik ternyata permohonan kredit tersebut disetujui. 

 

D. Pembahasan 

Proses pengendalian intern dalam pemberian kredit konsumsi pada 

Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri Temanggung berdasarkan penelitian yang 

dilakukan, ditemukan bahwa ada beberapa kesalahan dan penyimpangan terhadap 

teori pengendalian intern  yang ada seperti perangkapan tugas yang dilakukan 

oleh bagian kredit dalam menerima angsuran maupun memberikan dana kredit 

kepada nasabah sekaligus berperan dalam pembukuan keuangan koperasi yang 

kedepannya bisa menimbulkan penggelapan kas koperasi. Perangkapan tugas juga 

dilakukan oleh pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri Temanggung 
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dalam menganalisis kredit juga sebagai pengambil keputusan serta melakukan 

verifikasi fisik lapangan pemohon kredit. Selain itu tidak ada bagian akuntansi 

yang mencatat transaksi keuangan, serta masih ada bukti transaksi yang belum 

bernomor urut cetak yaitu kwitansi. 

Pengujian terhadap efektifitas pengendalian intern pemberian kredit 

konsumsi di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri Temanggung menggunakan 

metode pengujian pengendalian  fixed sample size attribute sampling diperoleh 

hasil bahwa AUPL yang sebesar 6% lebih besar dari DUPL yang sebesar 5%, 

dengan tingkat keandalan 95% dan penaksiran terjadinya Attribute salah populasi 

sebesar 1% membuktikan bahwa pengendalian intern dalam Koperasi Simpan 

Pinjam Artha Mandiri tidak efektif. 

 



BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam 

Artha Mandiri maka dapat diambil kesimpulan mengenai evaluasi pengendalian 

intern pada proses pemberian kredit yang dilaksanakan oleh koperasi tersebut. 

1. Hasil dari pengamatan yang dilakukan pada setiap unsur pengendalian intern 

koperasi: 

a. Struktur organisasi yang memisahkan tugas dan tanggung jawab secara tugas 

belum sepenuhnya dilaksanakan oleh koperasi. Hal ini dapat dilihat masih 

terjadinya perangkapan tugas sebagai orang yang melakukan pencairan dana 

kredit sekaligus sebagai orang yang menerima pembayarn angsuran. Hal ini 

dilakukan oleh bagian kredit. Bagian lain yang juga tidak mengalami 

pemisahan tugas dan tanggung jawab adalah ketua koperasi. Dalam hal ini, 

ketua bertugas sebagai analis keuangan sekaligus sebagai pengambil 

keputusan penolakan/persetujuan kredit. 

b. Adanya wewenang dan prosedur pencatatan memberikan perlindungan cukup 

terhadap kekayaan, utang,pendapatan dan biaya. Unsur ini belum 

dilaksanakan dengan efektif oleh koperasi. Masih ada kekurangan yang perlu 

diperbaiki yaitu tidak adanya bagian akuntansi dalam koperasi yang bertugas 

mencatat transaksi keuangan yang terjadi di dalam koperasi. 
76 
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c. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri belum dilaksanakan 

dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada kuitansi sebagai bukti pembayaran 

angsuran yang belum bernomor urut sehingga penggunaannya tidak dapat 

termonitor dengan baik. 

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur ini sudah 

dilaksanakan dengan baik oleh koperasi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya 

standar dalam perekrutan karyawan yang ditetapkan oleh perusahaan. 

Dari hasil uraian setiap unsur pengendalian intern di atas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa pengendalian intern pemberian kredit di Koperasi Simpan 

Pinjam Artha Mandiri belum dilaksanakan dengan baik, karena masih ada 

beberapa kesalahan. 

2. Analisis tingkat efektifitas pelaksanaan pengendalian intern pemberian kredit 

yang dilaksanakan dengan menggunakan metode Fixed-Sampel-Size-Attribute-

Sampling menunjukkan bahwa pengendalian pemberian kredit di KSP Artha 

Mandiri tidak efektif. Ini terbukti dengan nilai AUPL yang lebih besar daripada 

nilai DUPL, Nilai DUPL adalah 5% sedangkan nilai AUPL adalah sebesar 6% . 
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B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis tidak terlepas dari berbagai macam 

kekurangan dan keterbatasan sehingga tidak diperoleh hasil yang lengkap dan 

memadai. Keterbatasan dalam memperoleh bukti transaksi karena banyak bukti 

transaksi yang hilang dan beberapa kurang jelas karena tidak ada nomor urut tercetak, 

serta pengambilan sampel sebanyak 100 orang didapat karena kebijakan koperasi 

yang tidak berkenan memberikan data 21 orang lainnya dari total populasi yang 

sejumlah 121 orang  yang terkait kredit macet dengan dalil menjaga etika. 

 

C. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan 

beberapa kelemahan pada perusahaan. Maka penulis menyarankan, 

1. Bagi Koperasi: Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri Temanggung 

sebaiknya memisahkan tanggung jawab atau tugas bagian kredit yang 

sebelumnya bertugas sebagai pencatat laporan keuangan sekaligus sebagai 

penerima angsuran dan mencairkan dana kredit bagi nasabah, karena 

dikhawatirkan akan terjadi penggelapan uang. Juga di bagian pimpinan 

perusahaan seharusnya ada pemisahan kebijakan pada saat analisis kredit serta 

pengambilan keputusan kredit. Penambahan bagian akuntansi dirasa sangat 

diperlukan koperasi simpan pinjam Artha Mandiri untuk mencatat transaksi 

keuangan. Selain itu juga diperlukan pula pencatatan nomor urut tercetak 

dalam kwitansi agar penggunaannya dapat terkontrol dengan baik.  
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2. Bagi Peneliti Berikutnya: Penulis menyarankan untuk peneliti berikutnya agar 

bisa mendapatkan data yang lebih lengkap seperti data populasi nasabah atau 

data bukti transaksi dan kelengkapan lainnya, seperti kwitansi, neraca, dll., 

agar didapatkan hasil penelitian yang lebih akurat dan  jelas. 
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LAMPIRAN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN 
DAFTAR PERTANYAAN 

 
 
A. Gambaran Umum Perusahaan 

1. Kapan koperasi Artha Mandiri didirikan dan siapa pendirinya? 

2. Bagaimana struktur organisasi koperasi Artha Mandiri dalam pembagian 

tugas dan tanggung jawabnya? 

3. Apakah struktur organisasi di koperasi Artha Mandiri terdapat pemisahan 

fungsi dan wewenang secara jelas? 

4. Jenis kredit apa saja yang diberikan oleh koperasi Artha Mandiri? 

B. Proses Pemberian Kredit 

1.  Prosedur apa saja yang dilakukan koperasi Artha Mandiri dalam proses 

pemberian kredit? 

2.   Bagian apa saja yang terlibat dalam prosedur pemberian kredit? 

3.   Bagaimana pengikatan jaminan dalam proses pemberian kredit? 

4.   Bagaimana koperasi Artha Mandiri memberikan keputusan atas kredit? 

C. Pengendalian Intern Pemberian Kredit 

1.   Bagaimana pelaksanaan proses Pengendalian Intern dalam proses 

pemberian kredit? 

2.   Apakah dokumen yang digunakan dalam prosedur pemberian kredit sudah 

lengkap dan sudah diberi nomor urut tercetak, otorisasi dari pejabat yang 

berwenang? 
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